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ABSTRACT 

Confiscation of bail as protection against objects of dispute within the scope of the Religious Court is a new thing 

in the case marked by the absence of special regulations governing the confiscation of bail within the Religious 

Court. One example of the implementation of bail confiscation is the confiscation of bail against the land for 

cancellation of the grant submitted by the plaintiff with an application for confiscation of bail on the basis of 

concern for the object of the dispute which is then granted by the judge through interlocutory judgment. This study 

aims to determine the legal considerations of the Judge and the implementation of the Conservatoir Beslag 

(confiscation of bail) on the land grant cancellation case in Decision Number 296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr. This 

research is an empirical legal research using the approach method, namely the statutory approach (statue 

aproach) and the case approach (case approach). The results showed that the judge's considerations in granting 

the bail application were 1) based on the reasons for filing the bail 2) the judge's non-juridical considerations 3) 

in accordance with the Law and Regulations. As well as the implementation of bail confiscation guidelines for the 

implementation of bail confiscation in Supreme Court Circular (SEMA) No.5 of 1975, namely after the panel of 

judges examined the case by imposing an interlocutory judgment, which then ordered the bailiff of the class 1A 

Religious Court as the executor in the confiscation of the disputed goods. 
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PENDAHULUAN  

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh 

seseorang kepada pihak lain yang pelaksanaan 

pembagiannya biasanya dilakukan pada akta 

penghibah masih hidup. Hibah merupakan salah satu 

contoh akad yang ditujukan kepada orang lain secara 

cuma-cuma yang dibuat tidak ditujukan untuk 

mencari keuntungan (nonprofit) (Mardani, 2005).  

kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang 

saksi yang dimiliki” 

Pada dasarnya, hibah tidak dapat ditarik kembali. 

Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) 

yang diharamkan meskipun hibah tersebut antara dua 

orang bersaudara atau suami istri. Seperti dalam 

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan 

bahwa hibah tidak dapat ditarik kembli kecuali hibah 

orang tua kepada anaknya. 

Sengketa hibah baik dalam keluarga maupun 

hibah pada masyarakat sering kali diselesaikan di 

Pengadilan. Pembatalan hibah ini Hakikatnya 

perselisihan harta benda adalah ketika tidak adanya 

keterbukaan antara pihak dalam pengelolaan harta 

benda sesuai dengan pembagian masing-masing.  

Setiap zpencari zkeadilan ztentu zmengharapkan zagar 

zkeadilan zdan zperlindungan zhukum zyang 

zdiperolehnya zmenjadi zkenyataan, zbukan zmerupakan 

zputusan zyang zhampa zkarena ztidak zdapat zdi zekseskusi 

zakibat zdari ztindakan zpihak zlawan zyang 

zmemindahkan zatau zmerusak zbarang-barang zsengketa 

zatau zbarang-barang zyang zdijadikan zjaminan zdalam 

zperkara. zUntuk zmenjamin zhak- zhak zpencari zkeadilan 

ztersebut, zmaka zhakum zmemberi zjalan zdengan zhak 

zbaginya zyaitu zmengajukan zpermohonan zsita 

zterhadap zbarang-barang zsengketa zatau zyang 

zdijadikan zjaminan zdi zsebut zsita zjaminan. 

 z z zSita zjaminan zatau zConservatoir zBeslag zadalah 

zsuatu ztindakan zhukum zoleh zhakim zyang zbersifat 

zeksepsional, zatas zpermohonan zsalah zsatu zpihak zyang 

zbersengketa, zuntuk zmengamankan zbarang-barang 

zsengketa zatau zyang zmenjadi zjaminan zdari 

zkemungkinan zdipindah ztangankan, zdibebani zsesuatu 

zsebagai zjaminan, zdirusak zatau zdimusnahkan zoleh 

zpemegang zatau zpihak zyang zmenguasai zbarang-

barang ztersebut z(Satantio z& zOeripkartainata, z1997). z 

 zSita zjaminan zmerupakan zbagian zdari zhukum 

zacara zperdata zdimana zmengatur zbagaimana zcaranya 

zmenjamin zditaatinya zhukum zperdata zmateriil zdengan 

mailto:enengmarchelina18@gmail.com


AL MUNAZHZHARAH                                                                      Vol. 9, No. 2, Juli 2025    

Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman                                           E-ISSN : 2614-096 

  

29 

zperantara zhakim, zjadi zhukum zacara zperdata zdapat 

zdikatakan zperaturan zhukum zyang zmenentukan 

zbagaimana zcaranya zmenjamin zpelaksanaan zhukum 

zperdata zmateriil. zKonkritnya zdapat zdikatakan, zbahwa 

zhukum zacara zperdata zmengatur ztentang zbagaimana 

zcaranya zmengajukan ztuntuan zhak, zmemeriksa zserta 

zmemutusnya zdan zpelaksanaan zdari zputusannya 

ztersebut. 

 zSita zjaminan zmerupakan zpenyitaan zterhadap 

zbarang-barang zyang zdisengketakan zstatus 

zkepemilikannya, zatau zdalam zsengketa zhutang 

zpiutang zatau ztuntutan zganti zrugi zyang zmana zdiatur 

zdalam zPasal z227 zHIR. zDi zdalam zayat z(1) zPasal z227 

ztersebut zdinyatakan z 

“Bahwa zjika zterdapat zpersangkaan zyang 

zberalasan, zbahwa zseorang zyang zberhutang, zselagi 

zbelum zdijatuhkan zkeputusan zatasnya zatau zselagi 

zputusan zyang zmengalahkannya zbelum zdapat 

zdijalankan, zmencari zakal zakan zmenggelapkan zatau 

zmembawa zbarangnya zbaik zyang ztidak ztetap zmaupun 

zyang ztetap zdengan zmaksud zakan zmenjauhkan 

zbarang-barang zitu zdari zpenagih zhutang, zmaka zatas 

zsurat zpermintaan zorang zyang zberkepentingan zKetua 

zPengadilan zdapat zmemberi zperintah zsupaya zdisita 

zbarang zitu zuntuk zmenjaga zhak zorang zlain” 

z(Mertokusumo, z2002). 

Dalam menentukan status kepemilikan tanah 

perkara pembatalan hibah penting untuk memperoleh 

bagaimana kejelasan dari proses penghibahan 

sehingga tidak semena-mena untuk melakukan 

pembatalan hibah serta mengamankan tanah tersebut 

dimana agar tidak adanya pihak yang melakukan 

penyalahgunaan terhadap objek sengketa. 

Peradilan zAgama zmerupakan zsalah zsatu 

zpelaksanaan zkekuasaan zkehakiman zbagi zrakyat 

zpencari zkeadilan zyang zberagama zislam zmengenai 

zperkara-perkara ztertentu zyang zdiatur zdalam zUndang-

undang. zPeradilan zAgama zdibentuk zdan 

zdikembangkan zuntuk zmemenuhi ztuntutan zpenegak 

zhukum zdan zkeadilan zdalam zpergaulan zhidup 

zmasyarakat. zSecara zyuridis, zperadilan zagama 

zmengacu zpada zkonstitusi zdan zperaturan zyang 

zberlaku zdi zIndonesia. zSejak zberlakunya zUndang-

undang zRI zNomor z7 ztahun z1989 zyang zdi zUndangkan 

zpada ztanggal z29 zDesmber z1989, zperadilan zagama 

zmempunyai zwewenang zpenuh zatas zkompetensi 

zrelatif zmaupun zabsolut, zsalah zsatu zkompetensinya 

zadalah zmasalah zpenyitaan z(Harahap, z2009). 

Mengingat zdengan zhal-hal zyang zberkenaan 

zdengan zsita zyang zberhubungan zdengan zkejurusitaan 

zini zmerupakan zhal zbaru zdi zlingkungan zPeradilan 

zAgama, zterutama zdalam zhal zpraktik zpelaksanaan zsita 

zyang zsering zterjadi zpenyimpangan zdari zketentuan 

zyang zberlaku zdan zpenerapannya zyang zrumit zdan 

zkomplek. 

Masalah pembatalan hibah biasanya berupa tidak 

terpenuhinya syarat- syarat hibah sehingga hibah 

dinyatakan tidak sah dan dilakukan pembatalan 

hibah. Seperti dalam kasus di Pengadilan Agama 

Kabupaten Kediri Nomor Putusan 

296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr dimana pembagian yang 

diberikan orangtua kepada tergugat II/saudara 

penggugat melebihi 1/3 harta keseluruhan milik 

orang tuanya serta tergugat mengatasnamakan 

seluruh harta hibah tersebut atas nama tergugat II 

sehingga penggugat tidak terima karena dilakukan 

tanpa sepengetahuan penggugat juga penggugat yang 

tidak mendapatkan haknya.  

Atas permohonan dari pihak yang bersengketa 

mengenai pembatalan hibah dalam hal ini penggugat 

mengajukan gugatan terhadap tergugat dan memohon 

kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada 

putusan perkara nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr 

pada tanggal 6 Mei 2021 supaya diletakkan sita 

jaminan (Conservatoir Beslag ) terhadap 2 (dua) 

bidang tanah yang terletak di Kecamatan Papar 

Kabupaten Kediri yang disengketakan, penggugat 

khawatir akan dialihkannya tanah tersebut oleh 

tergugat, maka dimohonkanlah untuk diletakkan sita 

jamiann atas Tanah perkara pembatalan hibah oleh 

penggugat dan dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita 

Pengganti setelah dikabulkannya permohonan sita 

jaminan oleh hakim dan diputuskan dalam putusan 

sela. 

Berdasarkan uraian diatas perlu diketahui yaitu: 

Pertama, bagaimana pertimbangan hukum dari 

hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan 

permohonan Conservatoir Beslag (sita jaminan) 

dalam putusan no. 296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr? 

kedua, bagaimana Implementasi Conservatoir Beslag 

( sita jaminan) atas tanah perkara pembatalan hibah 

di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam 

putusan nomor 296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr ? 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. 

Penelitian hukum adalah penelitiam yang diterapkan 

atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum (Istanto, 

2007). Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

yang bertujuan mencari jawaban atau solusi dari 

fokus permasalahan yang diteliti sehingga dapat 

menjadi referensi untuk perubahan di bidang hukum 

yang lebih baik. Jenis Penelitian yang digunakan 

adalah hukum empiris yang dilakukan langsung 

dilapangan untuk memperoleh data dan gambarat 

yang jelas dan kongkrit. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statue 

aproach) dan pendekatan Kasus (case approach). 

Sumber data penelitian menggunakan data primer 

yang diperoleh dari wawancara. Dengan teknik 

analisis data menggunakan reduksi data, validasi 

data, klarifikasi data, dan analisis data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan 

Conservatoir Beslag Atas Tanah Perkara 

Pembatalan Hibah Nomor Putusan 

296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr  
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Conservatoir zBeslag zadalah zsita zjaminan zyang 

zdiajukan zoleh zpenggugat zterhadap zharta zbenda zmilik 

ztergugat zyang zdikhawatirkan zakan zdipindah 

ztangankan zatau zdijual zbelikan. zConservatoir zBeslag 

zatau zsita zjaminan zini zsangat zpenting zbagi zpihak 

zpemohon/penggugat zyang ztengah zmengajukan 

zgugatan zdimana zadanya zobyek zyang zdisengketakan 

zantara zpenggugat zdan ztergugat. zUntuk zmelindungi 

zterkait zharta zbenda zyang zdisengketakan zstatus 

zkepemilikannya, zatau zdalam zsengketa 

zkepemilikannya ztersebut zagar ztidak zdilakukan 

ztindakan zpengalihan zhak zatau zpenghilangan, zmaka 

zpihak zpenggugat/pemohon zdapat zmengajukan 

zpermohonan zsita zjamina ztersebut zdi zPengadilan. 

Pada zhakikatnya zsita zjaminan zini zmerupakan 

zperampasan zharta zsengketa zatau zharta zkekayaan 

ztergugat. zPerintah zperampasan zitu zdikeluarkan zoleh 

zPengadilan zAgama zdalam zsurat zpenetapan zatas 

zpermohonan zyang zberkepentingan. zPerampasan zatas 

zharta ztergugat zbersifat zpermanen zjika zsita 

zberdasarkan zputusan zpengadilan zyang ztelah 

zmempunyai zkekuatan zhukum zyang ztetap zatau zlelang 

zkarena zmemenuhi zpembayaran zsejumlah zuang. 

zPerampasan zjuga zbisa zbersifat zpermanen zjika zsita 

zyang ztelah zdiletakkan zpada zharta zyang 

zdisengketakan zitu zatau zharta ztergugat zdiperintahkan 

zoleh zhakim zuntuk zdiangkat. 

Menjaga zbarang zyang zdisengketakan ztujuan 

zutama zpenyitaan zadalah zagar zbarang zharta zkekayaan 

ztergugat ztidak zdipindahtangankan zkepada zorang zlain 

zmelalui zjual zbeli, zatau zpenghibahan zdan zsebagainya, 

zdan zjuga zagar ztidak zdibebani zdengan zsewa zmenyewa 

zatau zdiagunkan zkepada zpihak zketiga. zMaksud zdisini 

zuntuk zmenjaga zkeutuhan zdan zkeberadaan zharta 

zkekayaan ztergugat ztetap zutuh zseperti zsemula, zselama 

zproses zpenyelesaian zperkara zberlangsung zagar zpada 

zsaat zputusan zmemperoleh zkekuatan zhukum zyang 

ztetap, zbarang zyang zdisengketakan zdapat zdiserahkan 

zdengan zsempurna zkepada zpenggugat. 

Berikut ini pertimbangan hakim Pengadilan 

Agama Kabupaten Kediri mengabulkan permohonan 

sita jaminan (Conservatoir Beslag ) yaitu : 

1. Dalam putusan pembatalan tanah hibah ini 

penggugat memohon diletakkan sita jaminan 

dalam gugatan penggugat tercantum pada posita 

menyatakan bahwa untuk menghindari gugatan 

penggugat yang hampa maka memohon majelis 

hakim letakan sita jaminan, dicantumkan dalam 

petitumnya menyatakan sita jaminan sah dan 

berharga. 

2. Dalam proses pemeriksaan perkara hakim 

menemukan fakta peristiwa yang berdasarkan 

dan beralasan hukum bahwa gugatan penggugat 

terhadap objek sengketa merupakan sengketa 

tanah hibah, untuk menjamin gugatan itu majelis 

hakim menilai ada dua dugaan tanah hibah itu 

memungkinkan bisa dipindahtangankan atau 

dijual belikan sebelum putusan dijatuhkan. 

Oleh karena itu majelis hakim mengeluarkan 

penetapan dengan memerintahkan Jurusita untuk 

meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag). 

Karena sesuai Ketentuan yang termuat dalam Pasal 

178 ayat (3) HIR, bahwa hakim dilarang akan 

menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada dituntut 

atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut. 

Hal ini berarti, apabila sita jaminan tidak 

dimohonkan maka hakim tidak akan memerintahkan 

untuk meletakan sita jaminan. 

Perkara-perkara besar hendaknya memohonkan 

untuk diletakkan sita jaminan. Kalau penyitaan tidak 

pernah dimohonkan oleh penggugat, maka 

berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/ 189 ayat (3) 

RBg. Hakim dilarang akan menjatuhkan putusan atas 

perkara yang tidak dituntut. 

Dijelaskan oleh Toif terkait pertimbangan hakim 

dalam  mengabulkan permohonan sita jaminan 

dimana majelis Hakim dalam mengabulkan 

permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat 

juga memiliki pertimbangan sendiri. Pertimbangan 

non-yuridis hakim yang tertuang dalam keputusan 

bersama majelis hakim dimana walaupun tidak 

ditemukan suatu hal yang membahayakan terhadap 

harta yang disengketakan akan dikabulkan dengan 

pertimbangan kedepannya yaitu ketika perkara 

selesai barang akan tetap terjaga tidak dapat dipindah 

tangankan atau dijual belikan oleh tergugat. 

        Maka dalam putusan ini pada dasarnya 

diletakkan sita jaminan dan pengugat bermaksud 

mengajukan gugatan sengeketa tanah hibah agar 

dapat dilakukan pembatalan hibah untuk memperoleh 

hak nya supaya ada jaminan hukum dalam 

gugatannya pada majelis hakim atas objek sengketa”. 

        Dapat diketahui bahwasanya pengajuan sita 

jaminan dalam perkara gugatan menyebabkan 

dikabulkanya sita jaminan atas keputusan hakim 

melalu putusan sela. Dimana hakim dalam 

mengabulkannya berdasarkan dengan aturan yang 

berlaku yaitu yang dimuat dalam Pasal 227 ayat 1 

dan pertimbangan non-yuridis hakim agar dapat 

memberikan keadilan kepada semua pihak penggugat 

dan tergugat serta sebagai upaya hukum terjaminnya 

keberadaan dan keutuhan harta benda yang disita 

sampai putusan dapat dieksekusi agar pada saat 

eksekusi gugatan penggugat tidak hampa. Karena 

dengan diletakkan pada harta benda sengketa dan 

pelaksanaan penyitaan telah didaftarkan dan telah 

dirumuskan kepada masyarakat maka terhitung sejak 

tanggal pendaftaran dan pengumuman sita telah 

digariskan akibat hukumnya yaitu hukum melarang 

tergugat untuk menjual, menghibahkan atau 

memindahkan barang sitaan kepada siapapun dengan 

konsekuensi yang telah ditentukan apabila dilakukan 

pelanggaran. 

 

Implementasi Conservatoir Beslag atau Sita 

Jaminan Atas Tanah Perkara Pembatalan Hibah 

Nomor Putusan 296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr 

Setelah zberlakunya zUndang-Undang zRI zNo. z7 

zTahun z1989 zTentang zPeradilan zAgama zdan zJuga 
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ztelah zdiubah zdengan zUndang-Undang zRI zNo.3 

zTahun z2006. zPengadilan zAgama zdi zIndonesia 

zbertugas zdan zberwenang zmemeriksa, zmemutus, 

zmenyelesaikan zperkara zdi ztingkat zpertama zantara 

zorang-orang zyang zberagama zislam zdibidang: 

zperkawinan, zwaris, zwasiat, zhibah, zwaqaf, zzakat, 

zinfaq, zshadaqah, zdan zEkonomi zSyariah. z 

Sebagaimana ztertuang zpada zPasal z54 zUndang-

Undang zNo z07 ztahun z1989 ztentang zPeradilan 

zAgama, zdisebutkan zbahwa zhukum zacara zyang 

zberlaku zpada zPengadilan zAgama, zadalah zhukum 

zacara zperdata zyang zberlaku zpada zPengadilan zdalam 

zlingkungan zPeradilan zUmum, zkecuali zyang zdiatur 

zsecara zkhusus zdalam zUndang-Undang. 

Menurut zToif zselaku zHakim zdi zPengadilan 

zAgama zKabupaten zKediri zmenjelaskan zbahwa zsita 

zjaminan z(Conservatoir zBeslag z) zdi zPengadilan 

zAgama zKabupaten zKediri zkhususnya, zdapat 

zdijatuhkan zterhadap zsengketa zapa zsaja zyang 

zberkaitan zdengan zhak zmilik zdan zterdapatnya 

zkekhawatiran zatau zadanya zindikasi zbahwa ztanah 

zhibah zyang zdi zsengketakan ztersebut zakan 

zdipindahtangankan zdari zpihak zpenggugat zoleh zpihak 

ztergugat. zDiperjelaskan zkembali zbahwa zsita zjaminan 

z(Conservatoir zBeslag) zdi zPengadilan zAgama 

zKabupaten zKediri zdilaksanakan zberdasarkan zpada 

zpenetapan zmajelis zhakim zdengan zputusan zsela, 

zberdasarkan zpermohonan zdan zalasan-alasan 

zpenggugat zdalam zgugatannya zdan zperlu 

zdilakukannya zsita zjaminan. z 

Pelaksanaan zsita zjaminan z(Conservatoir zBeslag) 

zdi zPengadilan zAgama zKabupaten zKediri zpada 

zdasarnya zsama zdengan zpelaksanaan zsita zjaminan 

z(Conservatoir zBeslag) zpada zpenyitaan zbiasa, zyaitu 

zharus zdiajukan zkepada zketua zpengadilan zAgama 

zKabupaten zkediri zselaku zpemimpinan zeksekutor 

zdalam zperkara zperdata. zJadi zpelaksanaan zsita 

zjaminan z(Conservatoir zBeslag z) zharus zterlebih 

zdahulu zdinyatakan zsah zdan zberharga zsebelum 

zadanya zputusan zakhir. 

Pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama 

Kabupaten kediri, Dilaksanakan berdasarkan 

penetapan Pengadilan telah sesuai dengan peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan sita 

jaminan dalam putusan perkara Nomor 

296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr dilakukan pada tanggal 

17 Maret 2021, setelah adanya penetapan dari majelis 

hakim pada tanggal 4 Maret 2021 sesuai dengan 

Pasal 197 ayat 2 HIR. 

Pada saat pemeriksaan objek sengketa yang sudah 

sesuai dengan obyek-obyek yang ada di dalam surat 

gugatan, tidak ditemukan tindak melawan hukum 

baik di pindahtangankan atau di jualbelikan oleh 

pihak tergugat terhadap obyek sengketa. 

Jurusita pengganti setelah melakukan 

pemeriksaan terhadap objek sengketa secara 

menyeluruh, jurusita pengganti berkewajiban 

membuat berita acara penyitaan yang ditanda tangani 

oleh jurusita pengganti, saksi- saksi, pihak tergugat, 

staf desa, yang setelah diletakkannya sita jaminan 

jurusita mendaftarkan berita acara penyitaan kepada 

Badan Pertanahan Nasional yang diatur dalam Pasal 

198 HIR dan Pasal 199 HIR. 

Adapun objek sengketa yang akan diletakkan sita 

jaminan pada perkara ini adalah sebagai berikut : 

Pertama, Sebidang tanah darat terletak di dusun 

Santren Desa Puhjajar Kecamatan Papar Kabupaten 

Kediri dengan Buku C Desa Nomor 278 Persil 

Nomor 3a Klas D, luas kurang lebih 1.166 m2. 

Sekarang sertifikat Hak milik Nommor 00943, surat 

ukur Nomor : Engkon Komara ( Tergugat II) diatas 

tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen 

dengan keadaan dinding tembok, lantai keramik, 

balungan kayu dengan ukuran panjang 56m lebar 

41meter.  

Kedua, Sebidang tanah darat terletak di Dusun 

santren Desa Puhjajar Kecamatan Papar Kabupaten 

Kediri dengan buku C Desa Nomor 552 Persil 

Nomor: 3a Klas D I, luas kurang lebih 1.120 m2. 

Sekarang menjadi sertifikat hak milik nomor: 0094, 

Surat Ukur Nomor : 00904/Puhjajar/2017 tanggal 30-

10-2017 luas 1.120 m2 atas nama Engkon Komara 

(Tergugat II). 

Dimana setelah adanya diletakkan sita jaminan 

tersebut telah ditunjuk Tergugat I, sebelum 

diputusnya putusan lebih lanjut mengenai sita 

jaminan ini, barang- barang yang telah disita itu tidak 

boleh dipindahtangankan dan dihilangkan dari 

tangannya seperti dengan jalan penjualan dan 

sebagainya. Dalam hal ini barang tergugat yang telah 

disita atas perintah hakim barang tersebut hak 

miliknya masih berada pada tergugat sampai ada 

putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap. Hakim tidak dapat melimpahkan penguasan 

barang sitaann kepada penggugat karena telah diatur 

dalam Pasal 197 ayat (9) HIR. Pasal tersebut 

mengatur bahwa: 

“Jurusita atau orang yang ditunjuk sebagai 

gantinya, hendaklah membiarkan atau meninggalkan 

barang yang disita dalam keadaan semula di tempat 

mana barang tersebut disita” 

Dengan zdemikian zbahwa zobyek zsengketa zmasih 

ztetap zdipegang zoleh ztergugat zdan zjuga ztetap 

zdiperbolehkan zdalam zpenggunaannya. zAdapun 

zpenyitaan zitu ztelah zdilakukan zdengan zcara-cara zyang 

zdiatur zdan zsesuai zdengan zperaturan zPerundang-

Undangan zserta zhukum zacara zyang zberlaku zmaka 

zmajelis zhakim zdapat zmenyatakan zsita zjaminan 

ztersebut zsah zdan zberharga. 

Berdasarkan zpenelitian zyang zdilakukan zoleh 

zpeneliti zdi zPengadilan zAgama zKabupaten zKediri 

zdiperoleh zhasil zanalisis zmengenai zperkara 

zPembatalan zTanah zHibah zyang zdi zdalamnya zterdapat 

zsita zjaminan zdari zputusan zPengadilan zAgama 

zKabupaten zKediri, zsesuai zketerangan- zketerangan 

zJurusita, zdan zHakim zyang ztelah zdiwawancarai. 

zBerikut zini zadalah zsalah zsatu zperkara zyang 

zdiputuskan zHakim zPengadilan zAgama zKabupaten 

zKediri zdalam zmenyelesaikan zperkara zsengketa ztanah 



AL MUNAZHZHARAH                                                                      Vol. 9, No. 2, Juli 2025    

Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman                                           E-ISSN : 2614-096 

  

32 

zhibah zyang zterdapat zsita zjaminan ztertuang zdalam 

zputusan zNomor z296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

        Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, dasar 

pertimbangan Hukum dari Hakim atas perkara Tanah 

Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Kabupaten 

yang menyebabkan dikabulkannya sita jaminan pada 

putusan nomor 296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr antara 

lain hakim mempertimbangkan berdasarkan alasan 

adanya dugaan bahwa tergugat akan membahayakan 

harta yang menjadi sengketa hibah yang sesuai yang 

diatur dalam Pasal 227 ayat 1 HIR. Adapun atas 

pertimbangan non- yuridis Hakim melalui 

musyawarah Majelis hakim, yang 

mempertimbangkan kepemilikan harta yang 

disengketakan setelah putusan akhir agar tetap 

terjaga keamanannya dan dapat di eksekusi saat 

putusan akhir sehingga putusan tersebut tidak illusoir 

atau sia-sia. Serta mengabulkan sita jaminan sesuai 

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) No.5 Tahun 1975 dan Pasal 227 HIR atas 

permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat. 

       Kedua, pelaksanaan sita jaminan (Conservatoir 

Beslag) atas perkara Tanah Pembatalan Hibah di 

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A 

terkait dengan Putusan Nomor 

296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr adalah dengan cara yang 

telah ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku 

yaitu dalam pedoman pelaksanaan sita jaminan pada 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.5 

Tahun 1975, yaitu setelah majelis Hakim memeriksa 

perkara dengan menjatuhkan putusan sela, yang 

kemudian memerintahkan kepada Jurusita 

Pengadilan Agama kelas 1A sebagai pelaksana dalam 

penyitaan terhadap barang-barang yang 

disengketakan, dengan adanya dugaan akan 

merugikan penggugat. Pelaksanaan sita jaminan 

(Conservatoir Beslag ) atas tanah perkara pembatalan 

hibah di Pengadilan Agama Kabupaten kediri Kelas 

1A pada perkara Putusan 

296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr. Telah sesuai dengan 

pedoman Pelaksanaan Sita Jaminan yang diatur 

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 

No.5 Tahun 1975 dan Pasal 197 ayat 2 HIR. 

 

Saran 

       Bagi para pihak yang bersengketa terutama 

menjadi sengketa Pembatalan Hibah, para pihak 

harus menyelesaikan secara musyawarah dan 

komunikasi yang baik walaupun telah terjadinya 

perselisihan. Di dalam pelaksanaan Sita jaminan atas 

Tanah perkara pembatalan Hibah terkait dengan 

pelaksanaannya harus dapat lebih dipahami dengan 

jelas oleh para penegak hukum yang bertugas 

melaksanakannya.  
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